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ABSTRAK 
ANGGUN S. SUWARDI (B111 09 418), dengan judul skripsi “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Wilayah 
Hukum Kepolisian Resort Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2009-
2012)” di bawah bimbingan Aswanto sebagai pembimbing I dan Hijrah 
Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika di 
kabupaten Tana Toraja, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam menanggulangi 
kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Tana Toraja.  
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Tana Toraja. 
Metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara 
dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai 
literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika di 
kabupaten Tana Toraja adalah karena faktor ekonomi dimana seseorang 
butuh uang untuk hidup dan susahnya mendapatkan pekerjaan, faktor 
lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan sosial. Upaya-upaya yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Tana Toraja 
yaitu: upaya pre-emtif dengan memberikan penyuluhan di masyarakat dan 
sekolah tentang narkotika, upaya preventif (pencegahan) dengan 
mengadakan razia dan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) 
yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan 
peredaran narkotika, dan upaya pembinaan yang dilakukan di Rumah 
Tahanan maupun di Lembaga Pemasyarakatan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan Negara Indonesia secara tegas tercantum dalam alinea 
IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang diantaranya yaitu 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Demi mewujudkan 
kesejahteraan rakyat, maka perlu dilakukan upaya peningkatan yang 
terus menerus diantaranya di bidang pengobatan dan pelayanan 
kesehatan termasuk di dalamnya adalah ketersediaan narkotika 
sebagai obat jenis tertentu yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan, 
serta dapat digunakan untuk percobaan dan penelitian dalam rangka 
kepentingan ilmu pengetahuan. 
Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin 
cepat berkembang. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu 
pengetahuan dan pola pikir masyarakat. Perkembangan tersebut 
seharusnya diikuti dengan proses penyesuaian diri yang kadang-
kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Hal inilah yang 
menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-
norma atau melakukan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan ini 
dilakukan karena merupakan sebuah pilihan karena keterbatasan 
bahkan ketiadaan pilihan lain. 
Kemajuan teknologi dengan cepat memberikan dampak positif 
maupun dampak negatif. Dengan teknologi yang canggih, dapat dilihat 
perkembangan di negara lain melalui berbagai media yang telah ada. 
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Ini merupakan suatu kemajuan yang positif bagi masyarakat. Tetapi hal 
ini dapat pula mengakibatkan dampak negatif yaitu tindak kejahatan 
juga bertambah sebagai akibat kemajuan teknologi tersebut. Hal-hal 
yang terjadi dan modus operandi yang dipergunakan oleh pelaku 
kejahatan di suatu tempat dapat ditiru oleh seseorang untuk 
melakukan kejahatan di tempat lain. 
Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku 
menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk 
masyarakat. Oleh karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial 
yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Selain memiliki 
dimensi lokal, nasional dan regional, kejahatan juga dapat menjadi 
masalah internasional. Seiring dengan kemajuan teknologi 
transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi 
kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas 
yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. Inilah yang dikenal 
sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional. 
Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial 
karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama 
kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan di bidang 
penyalahgunaan narkotika. Modus operandi sindikat peredaran 
narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di 
dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang 
canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan 
sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal. 
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Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya 
disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, bagi para produsen dan 
pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak 
lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk 
mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga 
memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang 
pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar 
dalam waktu yang singkat. 
 Kedua, bagi para pemakai, narkotika menjanjikan 
ketenteraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan 
kekurang tahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh 
penggunaan narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka 
waktu yang cukup lama (A. Kadarmanta, 2010 : 4). 
Permasalahan peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan 
adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari 
peningkatan angka kejahatan narkotika yang ditangani oleh Polri 
maupun data dari Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan yang 
terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah narkotika 
yang disita serta jenis narkotika. Masalah ini merupakan ancaman 
yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan 
pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara (A. Kadarmanta, 2010 : 6). 
Dengan semakin meluasnya perdagangan dan peredaran ilegal 
narkotika di Indonesia, dan sekarang juga sebagai tempat berproduksi, 
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upaya pemberantasan harus terus dilakukan dan keseriusan penegak 
hukum terhadap pelaku harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 
Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah 
berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya 
pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu 
pemakai, bandar, maupun pengedar narkotika, namun tetap saja bisnis 
yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat. 
Peredaran dan penyalahgunaan narkotika biasanya diawali 
dengan pemakaian pertama pada usia Sekolah Lanjutan Tahap 
Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), karena tawaran,  
bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong rasa 
ingin tahu atau ingin mencoba, pelajar tersebut mau menerimanya, 
selanjutnya tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari 
pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi 
ketergantungan terhadap zat yang digunakan. Narkotika yang sering 
disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan antara lain heroin 
(putauw), sabu (metamfetamine), ekstasi, obat penenang dan obat 
tidur, ganja dan kokain. Tembakau dan alkohol (minuman keras) yang 
sering disalahgunakan juga menimbulkan ketergantungan (Mardani, 
2004 : 4). 
Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menimbulkan 
banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi 
usia produktif. Masalah ini bukan hanya berdampak negatif terhadap 
diri korban/pengguna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap 
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kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan 
nasional, mengancam dan membahayakan keamanan, ketertiban, 
bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang 
tinggi (Social High Cost) dan generasi yang hilang (Lost Generation) 
(Mardani, 2004 : 8).  
Upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, yaitu pada 
masa anak usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 
(SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai upaya yang 
berkesinambungan. Pencegahan yang dimaksud bukan semata-mata 
memberikan informasi mengenai bahaya narkotika, tetapi lebih 
menekankan pemberian penyuluhan kepada anak untuk bersikap dan 
berperilaku positif mengenai situasi penawaran/ajakan dan menolak 
tawaran/ajakan tersebut. Penyalahgunaan narkotika merupakan 
masalah perilaku manusia, bukan semata-mata masalah zat atau 
narkotika itu sendiri. Sebagai masalah perilaku, banyak variabel yang 
mempengaruhi, oleh karena itu informasi mengenai bahaya narkotika 
kepada anak dan remaja, tanpa usaha mengubah perilakunya dengan 
memberikan keterampilan yang diperlukan akan kurang bermanfaat, 
bahkan dikhawatirkan terjadi efek paradoksal (sebaliknya), yaitu 
meningkatnya keingintahuan atau keinginan mencoba pada anak dan 
remaja. Untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan 
narkotika perlu dilakukan pencegahan secara komprehensif di 
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat agar para remaja yang 
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merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan 
bangsa, tidak terjerumus dalam penggunaan narkotika. 
Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dipersoalkan pada berat 
ringannya saja, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat dari sanksi pidana 
itu sendiri dan pengaruh sanksi pidana tersebut terhadap perubahan 
perilaku jahat atau membuat terpidana sadar akan kesalahan yang 
telah diperbuatnya. Sejak tahun 1976, Pemerintah Republik Indonesia 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang 
Narkotika, kemudian pada tahun 1997, Pemerintah Republik Indonesia 
juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang 
Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 
Tentang Narkotika. Namun seiring  perkembangan zaman dimana 
tindak pidana narkotika makin marak, maka Pemerintah Indonesia 
kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang 
Narkotika yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk digantikan 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, maka seseorang yang menggunakan obat-obat 
terlarang/narkotika, dikategorikan sebagai korban, sehingga setiap 
pengguna penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana 
berupa pidana penjara dan pidana denda ataupun berupa pelayanan 
terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan oleh negara. Hal ini 
berbeda dengan para pelaku pengedar narkotika yang harus 
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mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana 
pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Peredaran narkotika serta dampaknya sebagaimana penulis 
uraikan diatas saat ini tidak hanya melanda kota-kota besar yang ada 
di Indonesia tetapi juga sudah melanda wilayah kabupaten Tana 
Toraja. Oleh karena itu, yang menjadi alasan penulis untuk memilih 
judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran 
Narkotika di Kepolisian Resort Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 
2009-2012)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang menyangkut kejahatan peredaran narkotika yaitu : 
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan 
kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Tana Toraja? 
2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan 
peredaran narkotika di Kabupaten Tana Toraja? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang 
melakukan kejahatan peredaran narkotika. 
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2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi 
kejahatan peredaran narkotika. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai 
kegunaan yaitu : 
1. Dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi 
masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada 
khususnya dalam mencegah dan menanggulangi peredaran 
narkotika. 
2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 
perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi 
mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih 
jauh tentang masalah ini serta koleksi perpustakaan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian 
1. Kriminologis 
Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara 
penanggulangannya. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan 
oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. 
Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti 
kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. 
P. Topinard (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 5), 
mendefinisikan bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis 
teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah 
ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang 
seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, 
memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki 
sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada 
padanya”. 
 
Edwin H. Sutherland (J. E. Sahetapy, 1992 : 5), 
mendefinisikan kriminologi bahwa: 
“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency 
and crime as social phenomena (Kriminologi adalah 
kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja 
dan kejahatan sebagai gejala sosial)”. 
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Paul Moedigdo Moeliono (Soedjono D, 1976 : 24), 
merumuskan bahwa: 
“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia”. 
 
Dari kedua defenisi di atas dapat dilihat perbedaan pendapat 
antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino. Defenisi Sutherland 
menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang 
ditentang masyarakat, sedangkan defenisi Paul Moedigdo Moeliono 
menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan 
pelaku untuk melakukan kejahatan.  
Soedjono D, (1976 : 24), mendefinisikan kriminologi sebagai 
berikut: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai 
gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-
sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan”. 
 
Dari definisi Soedjono di atas dapat disimpulkan bahwa 
kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan 
dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk 
mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara 
memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah 
kemungkinan timbulnya kejahatan. 
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J. Constant (A. S. Alam, 2010 : 2), memberikan definisi 
bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 
terjadinya kejahatan dan penjahat”. 
 
WME. Noach (A. S. Alam, 2010 : 2), memberikan definisi 
bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 
gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”. 
 
W. A. Bonger (A. S. Alam, 2010 : 2), memberikan definisi 
bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
 
 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 
kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, dan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar (A. S. 
Alam, 2010 : 4-7), yaitu: 
1. Kriminologi teoritis. 
a) Antropologi Kriminal. 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda 
fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. 
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b) Sosiologi Kriminal. 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
sebagai gejala sosial. 
c) Psikologi Kriminal. 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari sudut ilmu jiwa. 
d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal. 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
penjahat yang sakit jiwa/gila. 
e) Penologi. 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti, dan faedah hukum. 
2. Kriminologi praktis. 
a) Hygiene Kriminal. 
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor timbulnya kejahatan. 
b) Politik Kriminal. 
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara menetapkan 
hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia 
dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk 
tidak melakukan kejahatan lagi. 
c) Kriminalistik. 
Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan 
penangkapan pelaku kejahatan. 
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Berdasarkan uraian secara umum di atas, maka dapat ditarik 
suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup 
tiga hal, yaitu: 
1. Kejahatan. 
2. Penjahat. 
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya. 
Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu 
perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan 
kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat, yang reaksi dalam 
hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan 
tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. 
 
2. Kejahatan 
Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view), batasan kejahatan adalah setiap tingkah laku yang 
melanggar hukum pidana. Meskipun suatu perbuatan tersebut jelek 
tetapi jika perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-
undangan pidana, maka perbuatan itu tetap sebagai perbuatan 
yang bukan kejahatan. 
Edwin H. Sutherland (J. E. Sahetapy, 1992 : 5), berpendapat 
bahwa :  
“Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law 
No matter what the degree of immorality, reprehensibility or 
indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by 
the criminal law”. 
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Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang 
wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan 
wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri 
tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. 
Namun sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangatlah jelek 
dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan 
lain-lainnya. 
Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view), batasan kejahatan adalah setiap 
perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di 
dalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslim meminum 
minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa 
(kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, namun dari 
sudut pandang hukum bukan kejahatan. 
W. A. Bonger (1981 : 25), mendefinisikan kejahatan sebagai 
berikut: 
“Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak 
moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang 
bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari 
negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau 
tindakan).” 
 
Berbeda dengan definisi di atas, Van Bemmelen (J. E. 
Sahetapy, 1992 : 14), yang merumuskan pengertian kejahatan 
sebagai berikut: 
“Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus 
asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan 
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dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu 
berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan 
demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap 
perbuatan itu.” 
 
Soedjono D (1976 : 20) mengemukakan bahwa kejahatan 
harus dilihat dari tiga segi, yaitu: 
1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang dan pelanggarannya diancam dengan undang-
undang. 
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar 
norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan 
mendapat reaksi negatif dari masyarakat. 
3. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia abnormal yang 
bersifat melanggar norma-norma hukum yang disebabkan 
oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. 
 
3. Peredaran 
Pengertian peredaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan 
atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan 
sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat 
juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta 
penyimpanan dan pengangkutan. 
Menurut kamus Tata Hukum Indonesia (Padmo Wahjono, 
1987 : 208) pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang 
menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan 
penyimpanan dengan maksud untuk dijual. 
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Sedangkan menurut penulis sendiri peredaran merupakan 
suatu proses pemindahan hak atas suatu barang kepada pihak lain. 
 
4. Narkotika 
Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh 
tertentu bagi yang menggunakannya dengan cara memasukkan 
obat tersebut ke dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut berupa 
pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan 
halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang 
menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja 
ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita penyakit 
apapun. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan 
narkotika (obat). Bahaya penggunaan narkotika yang tidak sesuai 
dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat 
(ketagihan). 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah: 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang 
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana 
terlampir dalam Undang-Undang.” 
 
Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah 
sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu 
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bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara 
memasukkan ke dalam tubuh. 
Istilah narkotika yang dipergunakan dalam hal ini bukanlah 
“narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya 
dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan 
membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si 
pemakai, yaitu: 
a. Mempengaruhi kesadaran. 
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap 
perilaku manusia. 
c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: 
1. Penenang. 
2. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu 
membedakan antara khayalan dan kenyataan, 
kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat) 
(Soedjono, 1990 : 3). 
Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang 
penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, 
khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat 
industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat 
narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam 
lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula 
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cara pengolahan dan peredarannya. Namun kemudian diketahui 
bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang 
bisa menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, maka untuk 
jangka waktu yang agak panjang, si pemakai memerlukan 
pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa 
disembuhkan. 
Sudarto (Moh. Taufik Makarao, dkk, 2005 : 17) mengatakan 
bahwa: 
“Kata narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang 
berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”. 
 
Smith Kline dan Frech Clinical Staff (Moh. Taufik Makarao, 
dkk , 2005 :18) mendefinisikan bahwa: 
“Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce 
to their depressant offer on the central nervous system, 
included in this definition are opium-opium derivativis 
(morphine, codein, methadone)”. 
Artinya: 
“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat 
mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan 
zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf 
sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, 
zat-zat yang dibuat dari candu (morfin, kodein, metadon)”. 
 
Jenis-jenis narkotika yang dijelaskan di dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi ke dalam 
golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika 
memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu: 
Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 
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terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja. 
Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan 
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / 
atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : 
Morfin, Petidin. 
Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. Contoh : Codein. 
Jenis-jenis narkotika yaitu : 
1. Opium (candu), adalah zat pekat tapi biasa melekat, 
berwarna hitam kecokelat-cokelatan. Biasanya madat atau 
candu ini, diserut,  yaitu diisap dengan sebuah alat semacam 
pipa yang panjang, sambil menyanding sebuah pelita untuk 
menyalakan pipa tersebut jika mati. Candu kasar atau 
mentah itu mengandung 5-15% morfin, 2-8% narkotik, 0,1-
0,4% narceine dan sedikit cryptopine, laudanice, dan lain-lain  
(Luqman Haqani, 2005 : 54 ). 
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Menurut Mahi Hikmat (2007 : 10-11), opium dapat dibagi ke 
dalam beberapa macam, yakni : 
A. Opium mentah, merupakan getah buah tanaman papaver 
somniverum yang membeku sendiri. Getah ini diolah dengan 
matang. Oleh karena itu, pembungkusan dan pengangkutannya 
tidak terlalu memperhatikan kadar morfinnya. 
Ciri-ciri opium mentah : 
a. Bahannya kental dan padat. 
b. Di dalam perdagangan gelap biasanya berbentuk 
empat persegi panjang dan lebar 8-15 cm, tebal sekitar 
3 cm. 
c. Opium mentah yang beredar biasanya memiliki berat 
antara 0,3-2 kg. 
d. Warnanya coklat atau hitam. 
e. Baunya khas opium, tidak enak seperti tembakau. 
B. Opium masak. 
Ada tiga macam opium masak yakni : 
a. Candu. 
Berasal dari opium mentah yang diolah sedemikian 
rupa sehingga menjadi narkotika yang menggiurkan. 
Pengolahannya biasanya dilakukan melalui pelarutan, 
pemanasan dan peragian.  Candu diolah dari opium 
yang ditambahkan bahan lain. Namun, kadang sama 
sekali tidak dicampur bahan lain. Hal itu tergantung 
hasil yang diinginkan. 
Ciri-ciri : 
 Cairannya kental 
 Berwarna cokelat sampai cokelat tua 
 Baunya khas opium 
b. Jicing. 
Adalah sisa-sisa candu yang telah diisap. Sisa-sisa 
tersebut kemudian diolah dan dicampur dengan daun 
atau bahan lain. Namun, ada juga jicing yang asli murni 
dari sisa-sisa candu tanpa campuran apapun. 
 21 
Ciri-ciri :  
 Bentuknya seperti butiran-butiran padi 
 Warnanya hitan  
 Baunya khas opium 
c. Jicingko, sama dengan jicing yang telah diolah 
sedemikian rupa sehingga lebih matang : 
Ciri-ciri : 
 Bentuknya seperti jicing 
 Warnanya hitam 
 Baunya khas opium 
C. Opium obat, yaitu opium yang telah diolah sehingga sesuai 
untuk dipakai pengobatan. Dalam pengolahan, opium obat 
sering dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat 
farmakope. Farmakope adalah buku standar resmi 
pemerintah yang memuat tentang hal-hal tentang obat.  
Ciri-ciri : 
 Bentuknya biasa bubuk atau bentuk lain 
 Warnanya cokelat tua atau hitam 
 Baunya khas opium 
 2. Morfin, adalah opium yang disenyawakan dengan garam 
alkalit. Zat persenyawaan ini berwujud kristal berbentuk 
prisma kecil-kecil atau ujung jarum, warnanya putih 
transparan. Di bidang terapi, morfin dipergunakan secara 
tertentu oleh dokter untuk meredakan rasa sakit (Sylviana, 
2002 : 11 ). 
3. Heroin, memiliki istilah kimia Diacetyl Morphine, dengan 
nama samaran putih, bo’at, big harry atau brown sugar. 
Heroin dibuat secara semisintesis. Pengguna heroin akan 
sekali tampak gembira, tidak terkendali, dan sering 
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mengantuk. Akibat penggunaan over dosis dan jangka 
panjang adalah ketagihan, sembelit dan keracunan 
(Handoyo Ida Listyarini, 2004 : 35). 
Kartini Kartono (Luqman Haqani, 2005 : 56) mengemukakan 
bahwa: 
“Penyuntikan heroin mengandung resiko berat sekali. Jika 
jumlahnya terlalu sedikit, sebab kadarnya rendah atau terlalu 
kecil, heroin tidak dapat memberikan rasa nikmat yang 
diharapkan, sebab tidak dapat memuaskan pemakainya. Oleh 
karena itu, setiap kali orang hendak menyuntikkan heroin 
pada kulit atau urat darahnya, harus ditambahkan kuantitas 
kadarnya. Namun karena orang tidak tahu dengan tepat 
berapa jumlah yang harus ditambahkannya, maka mungkin 
akan terjadi over dosis dan orangnya dapat mati mendadak”. 
4.    Kokain, adalah alkoida yang berasal dari daun tanaman 
Eritrosilon Koka yang tumbuh di Bolivia dan Peru pada 
lereng-lereng pegunungan Andes, Amerika Selatan. Nama 
“koka” berasal dari bahasa Inka untuk tanaman koka, yaitu 
“kuka”. Daun koka telah digunakan manusia sejak 5000 
tahun SM (Joewana Satya, 2004 : 8 ). 
Istilah kimia narkotika jenis ini (Handoyo Ida Listyarini, 2004 : 
36) adalah Erythroxylonecoca, dengan nama samaran Coke, 
Stardust, dan Flake. Narkotika ini dibuat dari daun koka. Manfaat 
secara medis adalah untuk obat bius lokal. Mengingat obat ini 
merangsang saraf, maka pemakai akan banyak bicara, suka 
mengomel, mudah marah, dan sering mengamuk. Penggunaan 
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kokain hingga tingkat over dosis dan jangka panjang akan 
mengakibatkan depresi, kejang , dan dapat meninggal dunia. 
5. Mariyuana (Ganja). 
Narkotika jenis Mariyuana sering juga disebut juga dengan 
nama Cannabis/Ganja atau yang dikenal dengan nama 
Tetrahidrocana hidrol. Mariyuana berasal dari jenis tanaman 
Cannabis Sativa yang dikeringkan, dengan efek dapat 
membuat pemakainya menjadi teler. Nama samaran 
mariyuana adalah Rumput, Hai, Gelek, Cimeng, dan Mary-
Jane (Handoyo Ida Listyarini, 2004 : 37). 
B. Kejahatan Peredaran Narkotika 
Pengertian peredaran narkotika menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 
mendefinisikan bahwa: 
“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah 
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan 
secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan 
sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. 
 
Kejahatan peredaran narkotika dewasa ini pada umumnya 
merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan bertaraf 
internasional, regional, maupun nasional dan lokal yang semakin 
meningkat kualitas dan kuantitasnya. Beberapa tahun yang lalu 
Indonesia merupakan wilayah transito peredaran gelap narkotika, 
tetapi dewasa ini sudah merupakan wilayah tujuan peredaran gelap 
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narkotika dan bahkan wilayah Indonesia sendiri sebagai produsen 
narkotika yang nantinya diedarkan di dalam dan luar negeri. 
Menghadapi situasi dan kondisi demikian diharapkan penanggulangan 
yang lebih intensif, komprehensif, dan integral oleh seluruh aparat 
penegak hukum terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam 
upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 
dan mampu untuk mengungkap dan memutus jaringan sindikat 
narkotika. 
Kejahatan peredaran narkotika merupakan masalah yang 
menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, 
psikologis, dan sosial. Mengingat dampak kejahatan peredaran 
narkotika yang sangat merugikan maka sangat dibutuhkan tindakan 
pencegahan kejahatan peredaran narkotika tersebut. 
Bahaya yang dapat ditimbulkan dari kejahatan peredaran 
narkotika yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dikenakan pidana penjara 
dan pidana denda. Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan 
dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang menentukan 
semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, II, dan III karena 
sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya 
kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh 
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seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai 
perbuatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau merupakan 
suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum 
yang berat. 
 
C. Teori Penyebab Kejahatan 
Teori-teori tentang penyebab kejahatan dibagi ke dalam empat 
(4) perspektif, yaitu 1) Perspektif Biologis, 2) Perspektif Psikologis, 3) 
Perspektif Sosiologis, dan 4) Perspektif Lain.   
Berikut ini teori-teori penyebab kejahatan (A. S. Alam,  2010 : 
67-75) : 
1. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Biologis 
A. Lahir Sebagai Penjahat (Born Criminal). 
Teori born criminal dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir 
dari ide yang diilhami teori Darwin tentang evolusi manusia. 
Lombroso menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari 
Darwin, serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan 
kejahatan dan tubuh manusia. Bersama-sama pengikutnya 
Enrico Ferri dan Rafael Gorofalo, Lombroso membangun suatu 
orientasi baru, Mazhab Italia atau mazhab positif, yang mencari 
penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan 
penelitian ilmiah. 
Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan 
penjahat ke dalam empat ( 4) golongan, yaitu : 
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1. Born Criminal, yaitu orang berdasarkan pada 
doktrin avatisme. 
2. Insane Criminal, yaitu orang menjadi penjahat 
sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam 
otaknya yang menggangu kemampuan mereka 
untuk membedakan antara benar dan salah. 
Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau 
paranoid. 
3. Occasional Criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku 
kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus 
menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. 
Contohnya penjahat kambuhan (habitual 
criminals). 
4. Criminal of Passion, yaitu pelaku kejahatan yang 
melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau 
karena kehormatan. 
B. Tipe Fisik 
1. Ernest Kretchmer. 
Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di 
Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat (4) tipe fisik yaitu : 
a. Asthenic : kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil 
yang berhubungan dengan schizophrenia (gila). 
b. Athletic : menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang 
kasar. 
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c. Pyknic : tinggi sedang, figur yang tegap, leher 
besar, wajah luas yang berhubungan dengan 
depresi. 
d. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi. 
2. William H. Sheldon. 
Sheldon berpendapat bahwa ada kolerasi yang tinggi antara 
fisik dan temperamen seseorang. 
Sheldon memformulasikan sendiri kelompok somatotypes, 
yaitu : 
a. The endomorph (tubuh gemuk). 
b. The mesomorph (berotot dan bertubuh atletis). 
c. The ectomporph (tinggi, kurus, fisik yang rapuh). 
3. Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck. 
Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck melakukan studi 
komporatif antara pria delinquent dengan non delinquent. Pria 
delinquent didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada 
yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar 
dibandingkan non delinquent. Penelitian mereka juga 
mendapati bahwa 60% delinquent didominasi oleh yang 
mesomorphic. 
C. Disfungsi Otak (Learning Disabilities). 
Disfungsi otak dan cacat neurologist secara umum 
ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara 
berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku 
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kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam 
otaknya dan berhubungan dengan terganggunya self-control. 
D. Faktor Genetik. 
1. Twin Studies.  
Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick 
melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan 
kembar di suatu kawasan Denmark yang dikaitkan 
dengan kejahatan serius. Hasil dari temuan 
tersebut mendukung hipotesis bahwa pengaruh 
genetika meningkatkan resiko kriminalitas. 
2. Adoption Studies. 
Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 
14.427 anak yang diadopsi di Denmark. Hasil dari 
temuan tersebut mendukung klaim bahwa 
kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) 
memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak 
dibanding kriminalitas dari orang tua angkat. 
3. The XYY Syndrome. 
Mereka yang memiliki kromosom XYY cenderung 
bertubuh tinggi, secara fisik agresif, sering 
melakukan kekerasan. 
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2. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Psikologis 
A. Teori Psikoanalisis. 
Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis, 
berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an 
overactive conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah 
yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan 
tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka 
perasaan bersalah mereka akan mereda. 
B. Kekacauan Mental (Mental Disorder). 
Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni 
lembaga pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel seorang dokter 
Perancis sebagai manie sans delire (madness without 
confusion) atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard 
sebagai “moral insanity” , dan oleh Gina Lombroso-Ferrero 
sebagai “irresistible atavistic impluses”. Pada dewasa ini 
penyakit mental tadi disebut anti social personality atau 
psychopathy sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh 
suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang 
ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.  
C. Pengembangan Moral (development Theory). 
Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral 
tumbuh dalam tahap preconventional stage atau tahap pra-
konvensional, yang  aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri 
atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari 
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hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 
tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. 
D. Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory). 
Teori Pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku 
delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama 
sebagaimana semua perilaku non-delinquent. Tingkah laku 
dipelajari jika tidak diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak 
dipelajari jika tidak diperkuat.  
3. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis 
A. Teori-teori Anomie. 
1. Emile Durkheim. 
Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-1917), 
menekankan pada “normlessness, lessens social control” yang 
berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial 
yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, 
yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam 
perubahan norma, bahkan kerapkali terjadi konflik norma dalam 
pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim, “tren sosial dalam 
masyarakat industri perkotaan moderen mengakibatkan 
perubahan norma, kebingungan, dan berkurangnya kontrol 
sosial atas individu”.  
2. Robert Merton. 
Robert Merton dalam “social theory and social structure” 
pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori anomi Durkheim 
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mengemukakan bahwa anomie adalah satu kondisi manakala 
tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. 
Dengan kata lain anomie is a gap between goals and means 
creates deviance. Tetapi konsep Merton tentang anomie  agak 
berbeda dengan konsep Durkheim. Masalah sesungguhnya 
tidak diciptakan oleh sudden social change tetapi oleh social 
structure yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk 
mencapainya. 
4. Cloward dan Ohlin. 
Teori anomi versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya 
Differential Opportunity, dalam kehidupan dan struktur 
masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dimuat dalam karya 
Delinquency and Opportunity, bahwa para kaum muda kelas 
bawah akan cenderung  memilih satu tipe subkultural lainnya 
(gang) yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan 
tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum 
dalam lingkungan. 
4. Cohen. 
Teori Anomi Cohen disebut Lower Class Reaction Theory. 
Inti dari teori ini adalah delinkuensi timbul dari reaksi kelas 
bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh 
remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan. 
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B. Teori-teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance 
Theories). 
Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai 
seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses 
penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang 
menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan 
benturan dengan hukum –hukum masyarakat. 
Tiga (3) teori utama dari cultural deviance theories : 
1. Social disorganization, yaitu menfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi 
dan berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional 
yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, 
peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. 
2. Differential Association, yaitu sebagai teori penyebab 
kejahatan yang masih relevan dengan situasi dan kondisi 
kehidupan sosial sampai dengan abad ke-20. 
3. Culture Conflict Theory, yaitu menjelaskan keadaan 
masyarakat dengan ciri-ciri kurangnya ketetapan dalam 
pergaulan hidup dan sering terjadi pertemuan norma-
norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda 
bahkan saling bertentangan. 
C. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory). 
Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada 
setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah 
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laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial 
merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang 
dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, 
antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok 
dominan.  
4. Teori-teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Lain 
A. Teori Labeling. 
Para penganut labeling theory memandang para 
kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang 
terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap 
mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah 
berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana 
maupun secara luas. 
Dipandang dari perspektif ini, perbuatan  kriminal tidak 
sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang 
signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat 
dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari 
pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan 
pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga 
pandangan individu pada diri mereka sendiri. 
Tokoh-tokoh yang menganut teori labeling antara lain : 
1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada 
mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-
kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep 
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tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi 
tertentu. 
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat   
dibedakan dalam dua bagian, yaitu: 
a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa 
seseorang memperoleh cap atau label. 
b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku  
berikutnya. 
3.  Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling  
sebagai berikut: 
a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan 
sendirinya bersifat kriminal. 
b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan 
penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan 
orang-orang yang memiliki kekuasaan. 
c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena melanggar 
undang-undang melainkan karena ditetapkan oleh 
penguasa. 
d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang 
dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa 
orang-orang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 
kelompok kriminal dan non kriminal. 
e.   Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses 
labeling. 
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f.  Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam 
sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku 
sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya. 
g. Usia, tingkat sosial ekonomi, dan ras merupakan 
karakteristik umum pelaku kejahatan yang 
menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan 
dalam sistem peradilan pidana. 
h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan 
perspektif kehendak bebas yang memperkenankan 
penilaian dan penolakan terhadap mereka yang 
dipandang sebagai penjahat. 
i. Labeling merupakan suatu proses yang akan 
melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant 
dan menghasilkan rejection of the rejector. 
4. Lemert, telah memperkenalkan suatu pendekatan yang 
berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana 
tampak dalam pernyataan di bawah ini: 
 “This is large turn away from the older sociology which 
tended to rest heavily upon the idea that deviance leads 
to social control. I have come to believe that the reserve 
idea. i.e. social control leads to deviance, equally 
tenable and the potentially richer premise for studying 
deviance in modern society”. 
 
5. Frank Tannenbaum, memandang proses kriminalisasi 
sebagai proses memberikan label, menentukan, 
mengenal (mengidentifikasi), memencilkan, 
menguraikan, menekankan/menitikberatkan, membuat 
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sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk 
menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat. 
B. Teori Konflik. 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan 
hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, 
kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang 
memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir 
dari konsensus masyarakat (communal consensus). 
Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada 
umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang 
salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi 
nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus 
ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil 
dimana hukum diciptakan “for the general good” (untuk 
kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan 
dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan 
yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, 
dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. 
Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak 
hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, 
tetapi juga tentang pihak di masyarakat yang memiliki 
kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan 
hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan 
konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan 
penegakannya. 
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C. Teori Radikal. 
Dalam buku The New Criminology, para kriminolog 
Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack 
Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan 
buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum 
pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu 
sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur 
persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian 
merupakan sumber dari konflik, pertarungan antar kelas 
selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan 
kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan 
maka kejahatan akan hilang. 
Yang termasuk penganut teori radikal: 
1. Richard Quinney. 
Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah akibat 
dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat 
dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis. 
2. William Chambils. 
Menurut Chambils ada hubungan antara 
kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada 
beberapa butir di bawah ini: 
a. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, 
dan celah antara golongan borjuis dan proletariat 
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melebar, hukum pidana akan berkembang dengan 
usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk. 
b. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari 
eksploitasi yang mereka alami. 
c. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan 
yang lebih rendah karena dengan berkurangnya 
kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-
kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan. 
Melalui pemahaman dari teori-teori di atas, baik 
refleksi kejahatan model konsensus maupun refleksi 
kejahatan model konflik memungkinkan dapat diikutinya 
pergeseran perspektifnya. 
 
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Usaha Penanggulangan suatu kejahatan, baik yang 
menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun 
kepentingan hukum negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, 
karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan atau 
kriminal akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi 
ini. Kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan 
dalam masyarakat. Kejahatan sangat kompleks sifatnya, karena 
tingkah laku dan penjahat tersebut banyak variasinya serta sesuai pula 
dengan perkembangan zaman yang semakin modern. 
 39 
Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang 
terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, 
kebijaksanaan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan 
yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-
tindakan yang nyata, misalnya : adanya operasi penyergapan pabrik 
narkotika, operasi minuman beralkohol, dipasangnya alat pendeteksi 
narkotika di tempat-tempat tertentu, pedoman-pedoman pembinaan 
generasi muda, dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi 
tindak kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan peredaran 
narkotika (Soedjono, 1976 : 4). 
Dikaitkan dengan hal tersebut di atas, khususnya kejahatan 
peredaran narkotika, maka upaya-upaya penanggulangannya dapat 
dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan upaya Pre-Emtif, upaya 
Preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan) (A. S. Alam, 
2010 : 79-80). 
1. Upaya Pre-Emtif. 
Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-
norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi 
dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
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hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya 
ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Upaya Preventif (Pencegahan). 
Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain upaya 
preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk 
mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap 
kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, 
sehingga tercipta stabilitas hukum. 
Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya 
setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah 
lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat  menjadi lebih 
baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta 
mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas 
dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik 
para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun 
demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu 
diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang 
berulang-ulang (residivis). 
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3. Upaya Represif (Penindakan). 
Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
dengan menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja, 
yaitu di Kepolisian Resort  Tana Toraja dengan pertimbangan terdapat 
kasus kejahatan narkotika sehingga data yang diperlukan untuk bahan 
analisis tersedia secara memadai. 
 
B. Jenis dan Sumber data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini di bagi ke dalam dua 
jenis data yaitu : 
1. Data Primer. 
Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 
pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Data Sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan 
laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang 
telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan 
masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan 
dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang 
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terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-
data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik 
pengumpulan data yang berupa : 
1. Observasi. 
Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek 
yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi sistematis 
yaitu observasi yang dilakukan oleh penulis dengan memakai 
instrumen pengamatan. 
2. Wawancara. 
Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh penulis kepada 
responden untuk menggali informasi. Dalam hal ini penulis 
melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang 
dilakukan secara bebas, namun tetap mengacu pada data atau 
informasi yang diperlukan dengan menggunakan pedoman yang 
hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang perlu 
ditanyakan. 
3. Kuesioner. 
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 
untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini penulis 
menggunakan kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner 
terbuka yaitu kuesioner yang memberikan kesempatan kepada 
responden menjawab dengan kalimatnya sendiri, sedangkan 
kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah menyediakan 
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jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawaban yang 
dianggap sesuai. 
 
D. Analisis Data 
Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian 
diolah dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode 
deduktif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu 
analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian 
digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-
teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode 
deduktif, artinya bahwa penelitian dimulai dari hal-hal yang umum 
sampai ke khusus. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kasus Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Tana 
TorajaTahun 2009-2012 
Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat 
melaporkan terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Untuk 
mengetahui tingkat suatu kejahatan, dapat dilihat dari angka-angka 
statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian. 
Berikut ini Penulis akan mengemukakan data jumlah kejahatan 
peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kabupaten 
Tana Toraja tahun 2009-2012. 
Tabel I 
Data Jumlah Kejahatan Peredaran dan Penyalahgunaan 
Narkotika di Kabupaten Tana Toraja 
Tahun 2009-2012 
 
Tahun Pengedar 
Narkotika 
Pengguna 
Narkotika 
Jumlah (Pengedar dan 
Pengguna Narkotika) 
 
2009 
 
2010 
 
2011 
 
2012 
 
1 
3 
6 
12 
                  
 
3 
 
3 
 
9 
 
13 
 
4 
 
6 
 
15 
 
25 
Jumlah 22 28 50 
Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja (22 Januari 2013) 
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan 
peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Tana Toraja 
dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 50 kasus, 
dengan jumlah pengedar sebanyak 22 kasus dan pengguna / pecandu 
narkotika sebanyak 28 kasus.  
Jika dilihat dari jumlah pengedar, maka kejahatan peredaran 
narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini 
disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit 
mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar 
narkotika yang menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam 
waktu yang singkat. Hal tersebut tentunya sangatlah memprihatinkan 
kita. 
Setiap kejahatan yang terjadi dilakukan secara individual 
maupun berkelompok, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. 
Sehubungan dengan modus operandi peredaran narkotika, maka 
penulis melakukan penelitian dan wawancara di Unit Satuan Narkoba 
Kepolisian Resort Tana Toraja. Berdasarkan hasil wawancara Penulis 
dengan AKP Sudarman (Kasat Narkoba Kepolisian Resort Tana 
Toraja), kejahatan peredaran narkotika ini dilakukan dengan modus 
operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya 
proses transaksi barang dagangan lainnya.  
Selanjutnya Penulis mengemukakan data usia pelaku 
kejahatan peredaran narkotika yang terjadi di kabupaten Tana Toraja. 
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Tabel II 
Data Usia Pelaku Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten  
Tana Toraja 
Tahun 2009-2012 
 
Usia 2009 2010 2011 2012 Jumlah % 
 
< 17 
 
18-20 
 
21-30 
 
> 31 
 
 
- 
 
- 
 
1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1 
 
2 
 
- 
 
1 
 
2 
 
3 
 
1 
 
1 
 
5 
 
5 
 
1 
 
2 
 
9 
 
10 
 
4,54 
 
9,09 
 
40,90 
 
45,45 
Jumlah 1 3 6 12 22 100 
Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja (22 Januari 2013) 
Tabel di atas menunjukkan usia pelaku peredaran narkotika di 
kabupaten Tana Toraja. Banyaknya pelaku peredaran narkotika usia 
dewasa disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang 
semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan 
sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan 
upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. 
Pada saat ini sulit mengelompokkan pelaku peredaran dan 
pengguna narkotika. Ini disebabkan karena para pengguna juga 
merangkap menjadi pengedar narkotika. Narkotika yang dibeli oleh 
pengguna dibagi dua, setengah dipakai untuk konsumsi sendiri dan 
setengahnya lagi dijual agar memperoleh uang yang kemudian 
dipergunakan untuk membeli narkotika kembali. Padahal Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengelompokkan 
pengguna narkotika sebagai korban dan berhak menjalani rehabilitasi. 
Selanjutnya Penulis mengemukakan data jenis kelamin  pelaku 
kejahatan peredaran narkotika yang terjadi di kabupaten Tana Toraja. 
Tabel III 
Data Jenis Kelamin Pelaku Kejahatan Peredaran Narkotika  
di Kabupaten Tana Toraja 
Tahun 2009-2012 
 
Tipe 
Pelaku 
2009 2010 2011 2012 Jumlah % 
 
Laki-laki 
 
Perempuan 
 
 
 
1 
 
- 
 
2 
 
1 
 
5 
 
1 
 
9 
 
3 
 
17 
 
5 
 
77,27 
 
22,73 
 
 
Jumlah 1 3 6 12 22 100 
Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja (22 Januari 2013) 
Dari tabel diatas menunjukkan tipe pelaku kejahatan peredaran 
narkotika di kabupaten Tana Toraja dari tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2012 didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 17 kasus 
sedangkan tipe pelaku perempuan lebih sedikit yaitu sebanyak 5 
kasus. 
Salah satu alasan klasik bagi para pelaku kejahatan peredaran 
narkotika melakukan kejahatan tersebut karena alasan ekonomi dan 
sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, untuk itu Penulis  
menguraikan data pekerjaan pelaku  kejahatan peredaran narkotika 
yang terjadi di kabupaten Tana Toraja. 
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Tabel IV 
Data Pekerjaan Pelaku Kejahatan Peredaran Narkotika 
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009-2012 
 
Pekerjaan 2009 2010 2011 2012 Jumlah % 
 
Pelajar 
 
Mahasiswa 
 
Pegawai 
Negeri 
 
Pegawai 
Swasta 
 
TNI / Polri 
 
Pengangguran 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
2 
 
 
 
- 
 
1 
 
 
1 
 
 
- 
 
- 
 
4 
 
1 
 
2 
 
 
- 
 
 
1 
 
- 
 
8 
 
1 
 
4 
 
 
1 
 
 
2 
 
- 
 
14 
 
 
4,54 
 
18,18 
 
 
4,54 
 
 
9,09 
 
- 
 
63,63 
Jumlah 1 3 6 12 22 100 
Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja (22 Januari 2013) 
Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus-kasus kejahatan 
peredaran narkotika di tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bukan 
hanya melibatkan kalangan pelajar, tetapi telah merambah dan 
melibatkan kalangan pegawai negeri dan pegawai swasta. Akan tetapi 
jumlah pengedar narkotika lebih banyak dari kalangan pengangguran. 
B. Faktor-faktor Yang Mendorong Seseorang Melakukan Kejahatan 
Peredaran Narkotika 
Mencari penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran 
narkotika merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. 
Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab 
seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu 
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faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal 
yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. 
Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan 
tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh 
berbagai macam kondisi yang mendukung. 
Menurut Drs. F.K. Sarapang (Ketua Tim Layanan Informasi di 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Makale) (wawancara tanggal 28 
Januari 2013 pukul 10.00 WITA), faktor-faktor yang menyebabkan 
seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika adalah 
pengaruh faktor ekonomi, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, 
ketersediaan, perkembangan teknologi dan kurangnya pendidikan 
agama. 
Untuk mendukung pernyataan tersebut di atas, Penulis 
kemudian  membagikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada 
setiap narapidana / tahanan yang melakukan kejahatan peredaran 
narkotika yang sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Makale. Penulis memberikan pertanyaan yang sama 
terhadap seluruh responden yaitu pertanyaannya mengenai faktor-
faktor  penyebab pelaku melakukan kejahatan peredaran narkotika, 
cara mengedarkan narkotika, dan asal perolehan narkotika tersebut. 
Hasil wawancara tanggal 28 Januari 2013 pukul 09.45 WITA adalah 
sebagai berikut : 
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1. Hardi Toding Bua’, usia 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, 
pendidikan SMK, dikenakan Pasal 112 ayat (1)  UU No. 35 Tahun 
2009, dijatuhkan putusan 7 tahun penjara. 
Faktor penyebab responden melakukan kejahatan peredaran 
narkotika karena tergiur dengan hasil uang yang dapat diperoleh. 
Cara responden mengedarkan narkotika dengan mencari 
informasi bagi orang yang biasa menggunakan narkotika lalu 
menghubunginya. Responden memperoleh narkotika dari bandar. 
2. Irmania Bachtiar, usia 36 tahun, jenis kelamin perempuan, 
pendidikan SMA, melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 
2009, (berstatus sebagai tahanan dan sementara menjalani 
proses persidangan). 
Faktor penyebab responden melakukan kejahatan peredaran 
narkotika untuk kebutuhan hidup dan menambah teman. Cara 
responden mengedarkan narkotika dengan transaksi langsung 
dengan orang yang ingin membeli narkotika. Responden 
memperoleh narkotika dari bandar. 
3. Runy, usia 30 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, 
melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, (berstatus 
sebagai tahanan dan sementara menjalani proses persidangan). 
Faktor penyebab responden melakukan kejahatan peredaran 
narkotika karena pengaruh teman dan untuk kebutuhan hidup. 
Cara responden mengedarkan narkotika dengan mengedarkan 
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ke teman yang ingin membeli atau menggunakan narkotika. 
Responden memperoleh narkotika dari teman. 
4. Saden Massolo, usia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan 
SMA, pekerjaan pegawai swasta, dikenakan pasal 112 ayat (1) 
UU No. 35 Tahun 2009, dijatuhkan putusan 4 tahun penjara. 
Faktor penyebab responden melakukan kejahatan peredaran 
narkotika karena pengaruh lingkungan. Responden pada awalnya 
menjadi pengedar karena melihat temannya yang memperoleh 
keuntungan yang banyak dan lingkungan pergaulannya sehingga 
dia terjerumus ke narkotika dan menjadi pecandu. Responden 
memperoleh narkotika dari teman. 
5. Massao, usia 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, 
dikenakan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dijatuhkan 
putusan 2 tahun penjara. 
Faktor penyebab responden melakukan kejahatan peredaran 
narkotika untuk mendapatkan penghasilan yang banyak. Cara 
responden mengedarkan narkotika dengan membeli dari teman. 
Responden memperoleh narkotika dari teman sesama pemakai. 
6. Rudi Mapaliey, usia 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan 
SMA, dikenakan pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009, dijatuhkan 
putusan 2 tahun 6 bulan penjara. 
Faktor penyebab responden melakukan kejahatan peredaran 
narkotika untuk memenuhi kebutuhan hidup. Responden menjadi 
perantara dengan orang yang ingin membeli narkotika. 
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7. Yudhistira Abeng Manika, usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, 
pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, dikenakan pasal 112 UU 
No. 35 Tahun 2009, dijatuhkan putusan 2 tahun penjara. 
Faktor penyebab responden melakukan kejahatan peredaran 
narkotika karena pengaruh teman dan kurangnya perhatian dari 
orang tua. Cara responden mengedarkan narkotika dengan 
transaksi langsung dengan orang yang ingin membeli narkotika. 
Responden memperoleh narkotika dari teman baik. 
8. Muliakir Umar Madao, usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, 
pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, dikenakan Pasal 127 UU 
No. 35 Tahun 2009, dijatuhkan putusan 1 tahun 6 bulan penjara. 
Faktor penyebab responden melakukan kejahatan peredaran 
narkotika karena pengaruh lingkungan/teman pergaulan. 
Responden memperoleh narkotika dari teman. 
9. Hendry Batoarung Ma’dika, usia 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, 
pendidikan SMA, dikenakan pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009, 
dijatuhkan putusan 2 tahun 8 bulan penjara. 
Faktor penyebab responden melakukan kejahatan peredaran 
narkotika karena memperoleh keuntungan yang banyak dan 
untuk menghidupi keluarga. Responden menawarkan narkotika 
untuk dijual ke pecandu. 
Hasil wawancara terhadap seluruh responden yang diperoleh 
oleh Penulis di atas, dapat juga di lihat dalam tabel berikut : 
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NO 
a. NAMA 
b. USIA 
c. JENIS KELAMIN 
d. PENDIDIKAN 
e. PEKERJAAN 
 
PASAL YANG 
DILANGGAR 
 
FAKTOR 
PENYEBAB 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
a. Hardi Toding Bua’ 
b. 35 tahun 
c. Laki-laki 
d. SMK 
e. Tidak bekerja 
 
a. Irmania Bachtiar 
b. 36 tahun 
c. Perempuan 
d. SMA 
e. Tidak bekerja 
 
a. Runy 
b. 30 tahun 
c. Perempuan 
d. SMA 
e. Tidak bekerja 
 
a. Saden Massolo 
b. 30 tahun 
c. Laki-laki 
d. SMA 
e. Pegawai swasta 
 
a. Massao 
b. 40 tahun 
c. Laki-laki 
d. SMP 
e. Tidak bekerja 
 
a. Rudi Mapaliey 
b. 47 tahun 
c. Laki-laki 
d. SMA 
e. Tidak bekerja 
 
a. Yudhistira Abeng M. 
b. 21 tahun 
c. Laki-laki 
d. SMA 
e. Mahasiswa 
 
Pasal 112 ayat 
(1) UU No. 35 
Tahun 2009 
 
 
 
Pasal 112 ayat 
(1) UU No. 35 
Tahun 2009 
 
 
Pasal 112 ayat 
(1) UU No. 35 
Tahun 2009 
 
 
 
Pasal 112 ayat 
(1) UU No. 35 
Tahun 2009 
 
 
 
Pasal 112 ayat 
(1) UU No. 35 
Tahun 2009 
 
 
 
Pasal 114 ayat 
(1) UU No. 35 
Tahun 2009 
 
 
 
Pasal 112 ayat 
(1) UU No. 35 
Tahun 2009 
 
 
 
Faktor ekonomi 
 
 
 
 
 
Faktor ekonomi dan 
pengaruh lingkungan 
sosial 
 
 
 
Faktor ekonomi dan 
pengaruh lingkungan 
sosial 
 
 
 
Pengaruh lingkungan 
sosial 
 
 
 
 
Faktor ekonomi 
 
 
 
 
 
Faktor ekonomi 
 
 
 
 
 
Pengaruh lingkungan 
sosial dan faktor 
lingkungan keluarga 
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8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
a. Muliakir Umar M. 
b. 21 tahun 
c. Laki-laki 
d. SMA 
e. Mahasiswa 
 
a. Hendry Batoarung  
b. 37 tahun 
c. Laki-laki 
d. SMA 
e. Tidak bekerja 
 
Pasal 127 ayat 
(1) UU No. 35 
Tahun 2009 
 
 
 
Pasal 114 ayat 
(1) UU No. 35 
Tahun 2009 
 
Pengaruh lingkungan 
sosial 
 
Faktor ekonomi 
 
 
Dari data-data yang diperoleh oleh Penulis dari kuesioner dan 
melalui beberapa wawancara dengan beberapa narapidana / tahanan 
sebagai pelaku kasus kejahatan peredaran narkotika di kabupaten 
Tana Toraja tersebut di atas, Penulis dapat menyimpulkan beberapa 
faktor yang menyebabkan  seseorang melakukan kejahatan peredaran 
narkotika sebagai berikut : 
1. Faktor Ekonomi. 
Tingkat ekonomi yang rendah menjadi motif tersendiri bagi 
para pengedar untuk mengedarkan narkotika. Pengedar narkotika 
mempunyai beberapa alasan dalam menggunakan atau 
mengedarkan narkotika. Kalangan pengedar melakukannya 
dengan alasan tingginya tingkat kebutuhan rumah tangga yang 
tidak sebanding dengan penghasilan pelaku, sehingga pelaku 
memilih jalan mengedarkan narkotika untuk memperoleh 
pendapatan lain. 
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Selain karena tidak adanya pilihan lain, bisnis narkotika 
merupakan bisnis yang menjanjikan uang banyak. Oleh sebab itu 
para pelaku dengan mudah memperoleh keuntungan. Dalam satu 
hari seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat 
banyak karena harga narkotika itu mahal. Disamping faktor 
keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya 
hidup yang serba konsumtif juga merupakan faktor penyebab yang 
mendorong seseorang menjadi pengedar narkotika. 
 Sebagian besar dari pelaku peredaran narkotika mengaku 
melakukan peredaran sebagai kurir karena terhimpit masalah 
ekonomi. Dengan janji upah yang banyak dari melakukan 
peredaran narkotika, banyak dari masyarakat yang tertarik untuk 
menjadi kurir, tentu saja bagi mereka dengan menjadi kurir 
merupakan pekerjaan yang cukup mudah dilakukan tapi 
menghasilkan penghasilan yang banyak, bahkan dari hasil 
penelitian Penulis banyak dari kurir/ pengedar narkotika yang tidak 
tahu tentang ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan 
peredaran narkotika. 
2. Faktor Lingkungan Keluarga. 
Keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat 
memegang peranan yang sangat penting dalam proses 
pertumbuhan seseorang dan anak-anak sampai menjadi dewasa 
dan mandiri. Keluarga merupakan wadah yang paling awal dan 
 57 
fundamental untuk membentuk kepribadian seseorang serta tempat 
menjalin kasih sayang diantara anggota keluarganya. 
Pada masyarakat yang masih sederhana mungkin 
kehidupan keluarga antara orang tua dan anaknya hidup dalam 
kebudayaan yang harmonis, tidak banyak timbul pengaruh-
pengaruh dari luar dan akibatnya tercipta suasana yang mantap 
dan harmonis tanpa mengalami kesulitan dalam memecahkan 
suatu masalah. Berbeda dengan masyarakat yang moderen seperti 
sekarang ini, dipenuhi berbagai aktifitas untuk keperluan 
keluarganya. Hal tersebut banyak menyita waktu para orang tua, 
sehingga waktu yang semestinya mengurusi anak tersita oleh hal 
tersebut. Apabila hal ini terjadi maka sulit bagi anak untuk 
mengemukakan dan mengadukan permasalahannya. Dengan 
demikian akan membuat anak menjadi frustasi karena tidak ada 
lagi tempat untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya. 
Kurangnya kepekaan orang tua untuk memahami 
permasalahan dan kebutuhan anak serta komunikasi yang tidak 
lancar, akan membuat anak untuk mencari jalannya sendiri demi 
untuk menyalurkan segala keinginannya. Pada akhirnya tanpa 
disadari oleh orang tua anaknya telah melakukan perbuatan dan 
tindakan yang mengarah kepada bentuk perilaku yang 
menyimpang. Selain itu kurangnya pengawasan orang tua 
terhadap anaknya dapat pula mengakibatkan anaknya menjadi 
korban kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika. 
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Selain dapat mengakibatkan anak menjadi korban kejahatan 
khususnya penyalahgunaan narkotika, anak juga sangat 
berpotensi menjadi pelaku kejahatan seperti menjadi pengedar 
narkotika apabila tidak mendapat pengawasan dan perhatian dari 
orang tuanya. 
Namun tidak jarang pula anak-anak melakukan 
penyalahgunaan narkotika atau bahkan melakukan peredaran 
narkotika karena melihat dari orang tua. Oleh karena itu butuh 
kesadaran diri dari orang tua untuk memberikan contoh yang baik 
kepada anaknya. 
3. Pengaruh Lingkungan Sosial. 
Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah 
lingkungan keluarga yang seseorang berpijak sebagai mahluk 
sosial. Di dalam masyarakat, seseorang dikelilingi oleh orang-orang 
yang mentaati hukum, pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh 
mereka yang tidak mentaati hukum. 
Sebagai mahluk sosial dengan sendirinya seseorang saling 
berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa 
melepaskan diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga 
proses pertumbuhannya dengan sendirinya turut pula dipengaruhi 
dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya. 
Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka 
sendirilah yang banyak menyediakan sarana yang menyebabkan 
timbulnya kejahatan. Kurangnya fungsi kontrol masyarakat akan 
 59 
pengaruh budaya dari luar, akan memberi dampak kepada 
seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa 
mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. 
Bertolak dari uraian di atas, ternyata faktor pergaulan 
seseorang dengan lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi 
terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar 
norma. 
C. Upaya-upaya Penanggulangan Kejahatan Peredaran Narkotika di 
Kabupaten Tana Toraja 
Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran 
narkotika di kabupaten Tana Toraja telah diupayakan dan dilakukan 
oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat Kepolisian 
Resort Tana Toraja bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait 
seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di kabupaten 
Tana Toraja. 
Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian 
Resort Tana Toraja mengutamakan tindakan preventif yang harus 
dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah agar 
mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkotika. Dalam usaha 
pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, 
mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek 
kehidupan lainnya. 
Menurut AKP Sudarman (Kasat Narkoba Kepolisian Resort 
Tana Toraja), upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi 
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kejahatan peredaran narkotika adalah upaya preventif dan upaya 
represif. (wawancara tanggal 22 Januari 2013). 
1. Upaya Pre-Emtif. 
Pola penanggulangan secara pre-emtif, Upaya yang 
dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran 
mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang 
dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, sehingga 
tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina 
dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkotika 
yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan 
penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kegiatan ini pada 
dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola 
hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau 
pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif. 
Selain itu lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika yang ancaman pidananya lebih berat dari 
undang-undang sebelumnya menjadi bukti keseriusan pemerintah 
dan instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan 
pencegahan penyalahgunaan narkotika. 
Upaya-upaya pre-emtif yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
antara lain, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan di 
masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai 
tingkat lanjutan mengenai peredaran dan bahaya narkotika, 
Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk 
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orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran 
narkotika, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan 
dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat 
tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku 
kejahatan narkotika. 
Upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan 
narkotika antara lain dapat juga di lihat dari banyaknya spanduk-
spanduk atau baliho-baliho yang terpampang di pinggir-pinggir 
jalan, tempat-tempat umum yang mengajak orang untuk menjauhi 
penyalahgunaan narkotika.  
Selain itu perayaan memperingati Hari Anti Narkotika 
Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni menjadi 
agenda rutin dari pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk 
menjauhi peredaran dan penyalahgunaan narkotika selain kegiatan 
penyuluhan terhadap pelajar dan warga masyarakat. 
2.  Upaya Preventif (Pencegahan). 
a. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP 
Sudarman (Kasat Narkoba Kepolisian Resort Tana Toraja), upaya-
upaya preventif dalam menanggulangi terjadinya kejahatan 
peredaran narkotika di kabupaten Tana Toraja yang telah dilakukan 
yaitu penggunaan anjing pelacak yang telah terlatih untuk 
mengenali dengan mencium benda-benda yang mencurigakan 
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seperti narkotika merupakan sarana yang membantu dalam 
melacak narkotika pada tempat-tempat diluar jangkauan indra 
manusia, dan melakukan razia-razia tempat hiburan malam sebagai 
upaya pencegahan penggunaan dan peredaran narkotika. 
b. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Keluarga dan Masyarakat. 
Mengingat bahwa keluarga merupakan tempat pembentukan 
pribadi diri seseorang dan merupakan tempat pendidikan yang 
pertama dan utama bagi seseorang sebelum memasuki lingkungan 
pergaulan dalam masyarakat. 
Untuk mencegah kemungkinan buruk yang tidak diinginkan, 
dapat dilakukan beberapa cara yaitu: 
1. Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan 
anak dalam lingkungan masyarakat. 
2. Orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, 
pendidikan budi pekerti, dan disiplin, secara baik dan tepat 
menurut tingkat perkembangan umur serta perkembangan 
yang terjadi di dalam masyarakat. 
3. Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya, untuk 
itu orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sikap 
orang tua harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat 
memberikan rasa aman dalam keluarga. 
4. Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan 
masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan. 
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5. Kesadaran dari masyarakat agar melaporkan hal-hal yang 
mencurigakan di lingkungan sekitarnya. 
3. Upaya Represif (Penindakan). 
Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah tindakan 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya 
suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan 
kepada pelaku kejahatan peredaran narkotika menurut AKP 
Sudarman (Kasat Narkoba Kepolisian Resort Tana Toraja) 
(wawancara tanggal 22 Januari 2013 pukul 10.05 WITA) adalah 
sebagai efek jera bagi para pelaku kejahatan peredaran narkotika. 
Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat 
oleh negara dengan diberlakukannya undang-undang narkotika 
yang baru, para pelaku peredaran narkotika berfikir untuk tidak 
melakukan perbuatan itu lagi. Penindakan yang dilakukan terhadap 
korban penyalahgunaan narkotika adalah program terapi dan 
rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah sebagai upaya 
mengobati korban dari ketergantungan terhadap narkotika. Ini 
merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika. Hal ini disebabkan karena akibat 
penyalahgunaan narkotika meliputi segala aspek kehidupan baik 
biologis, psikologis, dan sosial, sehingga pengobatan dianggap 
lebih manusiawi atau lebih baik dari pada memberi sanksi pidana 
penjara. 
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4. Upaya Pembinaan. 
Bagi  pelaku kejahatan peredaran narkotika yang dijatuhi 
putusan dibawah 4 tahun penjara akan ditempatkan di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Makale bersama para tahanan yang 
masih menunggu putusan pengadilan, sedangkan bagi mereka 
yang dijatuhi putusan di atas 4 tahun penjara akan ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa. 
Namun ada pula yang  dijatuhi putusan di atas 4 tahun penjara 
ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Makale dengan 
pertimbangan tertentu dan telah mendapat izin dari Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Prov. Sul- Sel. 
Pada prinsipnya rumah tahanan sebagai wadah pembinaan 
untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Fungsi dan 
tugas pembinaan rumah tahanan dilaksanakan secara terpadu 
dengan tujuan agar narapidana / tahanan setelah menjalani 
hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Masyarakat 
diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai warga masyarakat 
yang mendukung ketertiban dan keamanan. Usaha pembinaan 
narapidana / tahanan dimulai sejak hari pertama masuk ke dalam 
rumah tahanan sampai dengan saat dilepas. 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB melakukan pembinaan 
yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan 
narapidana / tahanan yang telah ditetapkan oleh Departemen 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara 
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dengan Drs. F.K. Sarapang (Ketua Tim Layanan Informasi di 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Makale), jenis pembinaan yang 
dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Makale, yaitu: 
1. Pembinaan Kemandirian. 
Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang paling 
diutamakan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas IIB Makale 
terhadap narapidana / tahanan. Dasar pertimbangannya bahwa 
apabila jiwa kemandirian narapidana / tahanan telah dibina 
dengan baik, maka pembinaan-pembinaan lanjutan akan lebih 
mudah dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana / 
tahanan. Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian meliputi: 
a. Pendidikan Agama. 
Usaha ini diperlukan untuk meneguhkan iman para 
narapidana / tahanan terutama agar mereka menyadari 
akibat-akibat perbuatan yang telah dilakukan. Untuk 
melaksanakan kegiatan keagamaan ini pihak rumah tahanan 
mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sesuai 
dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing 
narapidana / tahanan. 
b. Pembinaan Jasmani. 
Pembinaan jasmani di rumah tahanan direalisasikan 
dengan diadakannya kegiatan olah raga, kesenian, dan 
kegiatan kerja bakti di dalam lingkungan rumah tahanan. Hal 
 66 
ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan narapidana / 
tahanan.  
2. Pembinaan Keterampilan. 
Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat 
masing-masing narapidana / tahanan, disamping memperhatikan 
keterbatasan dana yang tersedia. Jenis keterampilan yang 
diberikan kepada narapidana / tahanan antara lain kerajinan 
tangan, berupa bingkai foto, asbak, pembuatan lemari, dan lain-
lain. Hasil karya narapidana / tahanan lalu dijual bekerja sama 
dengan pihak swasta. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran 
narkotika di kabupaten Tana Toraja adalah karena faktor ekonomi 
dimana seseorang butuh uang untuk hidup dan susahnya 
mendapatkan pekerjaan, faktor lingkungan keluarga, dan faktor 
lingkungan sosial. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan 
peredaran narkotika di kabupaten Tana Toraja yaitu: upaya pre-
emtif dengan memberikan penyuluhan di masyarakat dan sekolah 
tentang narkotika, upaya preventif (pencegahan) dengan 
mengadakan razia dan patroli secara rutin, upaya represif 
(penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap 
pelaku kejahatan peredaran narkotika, dan upaya pembinaan yang 
dilakukan di Rumah Tahanan maupun di Lembaga 
Pemasyarakatan.  
 
B. Saran 
1. Mengingat salah satu kendala penanggulangan kejahatan 
peredaran narkotika adalah kurangnya perhatian dari masyarakat 
untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, maka sebaiknya 
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dilakukan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya 
kerjasama dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika. 
2. Mengingat undang-undang narkotika yang baru yaitu Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana 
hukuman dan dendanya lebih berat diharapkan dapat mengurangi 
bahkan memberantas masalah peredaran narkotika di kabupaten 
Tana Toraja. 
3. Mengingat bahwa pelaku peredaran narkotika ada yang masih di 
bawah umur, oleh karena itu sebaiknya lingkungan keluarga dan 
sekolah lebih memperhatikan anaknya atau anak didiknya agar 
dapat terhindar dari kejahatan peredaran narkotika. 
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